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PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka optimalisasi penataan terhadap
tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai
bagi pegawai aparatur sipil negara dan calon pegawai
aparatur sipil negara maka perlu dilakukan perubahan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 243)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara




Menetapkan

dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Tahun 2023 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun

2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2022 Nomor 243) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 305);

b. Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 334);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Absensi masuk dimulai paling cepat 15 (lima belas)
menit sebelum jam kerja masuk.

(2) Absensi pulang paling lambat 30 (tiga puluh) menit
setelah jam pulang.

(3) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang
mempunyai jam kerja sistem piket, waktu pencatatan
jumlah menit dihitung dari masuk piket dan selesai
piket.

(4) Dalam hal Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN
belum mencatat aktivitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, maka pencatatan aktivitas secara
elektronik dapat dilakukan pada pukul 00.00 sampai
dengan 09.59 WIB pada hari berikutnya.

(5) Dalam hal pencatatan aktivitas secara elektronik
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mengalami gangguan teknis pada hari yang

berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang
melaksanakan pelatihan atau perjalan dinas selama
1 (satu) bulan atau lebih sampai dengan 6 (enam)
bulan tetap mendapatkan TPP.
(2) Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar
meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan tidak

mendapatkan TPP.
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 74 Lyptewber 5035
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Diundangkan di Ranai

pada tanggal 2/1 éq«['p Whker 2o 25
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